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  Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 
 
Yth.  Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
di Jakarta 
 

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan 
wajib diundangkan termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan 7 (tujuh) Peraturan 
Menteri Ketenagakerjaan. 

 

7 (tujuh) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut yaitu: 

 

No. Peraturan Tentang 
1. Permenaker  

Nomor 8 Tahun 2024 
Tata Kelola Pengawasan Intern di Kementerian 
Ketenagakerjaan 

2. Permenaker  
Nomor 9 Tahun 2024 

Penguatan Peran Pengantar Kerja, Pemberdayaan 
Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, Pembinaan 
terhadap Lembaga yang Terkait Penempatan dan 
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Keikutsertaan 
Masyarakat dalam Pengawasan Ketenagakerjaan, dan 
Persyaratan Mitra Usaha 

3. Permenaker  
Nomor 10 Tahun 2024 

Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan 
Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia 

4. Permenaker  
Nomor 11 Tahun 2024 

Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengawas 
Ketenagakerjaan 

5. Permenaker  
Nomor 12 Tahun 2024 

Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional 
Instruktur 

6. Permenaker  
Nomor 13 Tahun 2024 

Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di 
Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2025 

7. Permenaker  
Nomor 14 Tahun 2024 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian 
Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2025 
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Berita Acara Pengharmonisasian

Pada hari ini Rabu, 9 oktober 2024, kami yang bertanda tangan dibawah iniNama : Reni Mursidayanti, S H., M.H.Jabatan : Kepala Biro Hukumlnstansi : Kementerian Ketenagakerjaan
Selanjutnya sebagai pemrakarsa

Nama
Jabatan
lnstansi

Agus Hariadi, S.H.,M.H.
Pembina Tim Harmonisasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya sebagai Tim Kerja Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri/ Lembaga.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaannomor B-11793/Hk..0211X12024 tanggal 6 September 2024 hat Penyampaian RincanganPeraturan Menteri Ketenagakerjaan, telah dilaksanakan rapat harmonisaiiteinaoap RancanianPeraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penyaluran gantuan pemerintah diKementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2025 padatanggal g Oktober 2024;

2. Bahwa rapat harmonisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihadiri perwakilan:a. Kementerian Ketenagakerjaan;
b. Kementerian Keuangan;c. Sekretariat Kabinet; dand. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

3' Bahwa Rancangan Peraturan Menteri ini tidak memerlukan persetujuan presiden karena tidakmemenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 6gTahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Ter'hadap Rancangan peraturan
MenteriiKepala Lembaga ;

4' Bahwa substansi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan hasil harmonisasi tidakbertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang teUi'f' tinggi, sejajar, dan putusanpengadilan; dan

5. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 4,Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahin ter[adapperaturan tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak

Jakarta, 9 Oktober 2024
Pembina Tim Harmonisasi

Reni Mu dayanti, S.H., M.H A g u s*leriaeli--¤'t*g/

Mengetahui,

Direktur Harmonisasi

rsa

Peraturan

, S.H., M.H

tr1,

r



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

D I REKTORAT J E N DERAL PERATU RAN PERU N DAN G.UN DANGAN
Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon: (0211 526451 7, Faksimile: (021 ) 526451 8
Laman: hftp://ditjenpp.kemenkumham.go.id Surel: harmonkumham.aman@gmail.mm

Nomor
Lampiran
Hal

Jakarta,l 1 Oktober 2024
PPE.PP.01.05-2961
1 (satu) berkas
Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
di-
Jakarta

Menindaklanjuti surat permohonan Harmonisasi dari Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan B-1/793/Hk.02llxl2l24 tanggal 6 September 2024 hal Penyampaian
Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, dengan hormat kamisampaikan hal berikut ini.
1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melaksanakan rapat untuk proses

pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas:

Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2025,

sesuaidengan ketentuan UU 12 Tahun 2O11jo UU 15 Tahun 2019 jo UU 13 Tahun 2022,PP
59 Tahun 2015, Perpres 87 Tahun 2014 jo Perpres 7612021, Perpres 68 Tahun 2021, Perpres
18 Tahun 2023, Permenkumham 2012015 jo Permenkumham 4012016, Permenkumham 23
Tahun 2018, Peraturan Pelaksanaannya, dan telah mengikutsertakan Kementerian
Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, dan Sekretariat Kabinet serta telah membuka ruang
partisipasi masyarakat atau konsultasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, sehingga dinyatakan:

TELAH SELESA] HARMONISASI

2. Hal isu konsepsi kebijakan yang dibahas dalam proses Harmonisasi, antara lain, yaitu: (i)
penyaluran bantuan pemerintah untuk program pendidikan dan pelatihan vokasi dan program
pembinaan ketenagakerjaan, (ii) pelaksanaan pelaporan penyaluran bantuan pemerintah
secara periodi, (iii) tujuan komponen Bantuan Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan dan Bantuan
dana bagi Pekerja Migran lndonesia bermasalah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat mohon Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan memproses lebih lanjut dengan segera untuk proses
penetapannya dan mohon mengajukan pengundangannya ke Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat
selesai Harmonisasi ini. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender belum diajukan
pengundangan atau materi muatan yang dilakukan perubahan maka harus dilakukan proses
Harmonisasi kembali.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik.

Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jenderal

ndangan,

Utama.
N.

Tembusan, Yth.: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia laporan)
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